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5. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas
tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman,
benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya
yang dapat dinilai.

6. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari
hubungan hukum antara pemegang hak dengan
tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang
di bawah tanah untuk menguasai, memiliki,
menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara
tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah
tanah.

7. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa,
negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran ralgrat.

8. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung
oleh negara dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak
Atas Tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat
dan/atau bukan merupakan aset Barang Milik
Negara/Daerah.

9. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara
yang kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.

10. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis
atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan
guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam
Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk
Kepentingan Umum.

11. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan
hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada
negara.

12. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan
adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/atau
pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah.

13.Penilai...
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20. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi
pembangunan untuk Kepentingan Umum yang
ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/wali
kota yang dipergunakan sebagai izin untuk
Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah,
dan peralihan Hak Atas Tanah dalam Pengadaan
Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
t945.

22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

23. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut
Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agraria I pertanahan dan tata ruang.

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agrarialpertanahan
dan tata rr-rang.

25. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang
selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi
vertikal Kementerian di provinsi.

26. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal
Kementerian di kabupaten/ kota.

27. Tim
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27. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya
disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh
gubernur/bupati/wali kota untuk membantu
gubernur/bupati/wali kota dalam melaksanakan
pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan
awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi
Publik rencana pembangunan.

28. Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut Tim
Kajian adalah tim yang dibentuk oleh gubernur/
bupati/wali kota untuk membantu gubernur/
bupati/wali kota melaksanakan inventarisasi
masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan
pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang
keberatan, melakukan kajian dan membuat
rekomendasi diterima atau ditolak keberatan.

29. Satuan T\rgas adalah satuan yang dibentuk oleh
ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk membantu
pelaksanaan Pengadaan Tanah.

30. Ruang Atas Tanah adalah ruang yang berada di atas
permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan
tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan pada
bidang tanah.

31. Ruang Bawah Tanah adalah ruang yang berada di
bawah permukaan tanah yang digunakan untuk
kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan,
apenggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan pada bidang tanah.

32. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah
kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan
ruang dengan rencana tata ruang.

33. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
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BAB II

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk
pembangunan:

a. pertahanan dan keamanan nasional;

b. jalan rlmttm, jalan tol, terowongan, jalur kereta api,
stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;

c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan
sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;

d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;

f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau
distribusi tenaga listrik;

g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;

h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah;

j. fasilitas keselamatan umum;
k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah;

1. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka
hijau publik;

m. cagar alam dan cagar budaya;

n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau
desa;

o. penataan .
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Pasal 3

Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan
Umum diselenggarakan melalui tahapan:

a. perencanaan;

b. persiapan;

c. pelaksanaan; dan

d. penyerahan hasil.

Bagian Kedua

Perencanaan Pengadaan Tanah

Paragraf 1

Dasar Perencanaan

Pasal 4

(1) Setiap Instansi yang Memerlukan Tanah bagi
pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat
rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada:

a. rencana tata ruang; dan

b. prioritas pembangunan yang tercantum dalam:

1. rencana pembangunan jangka menengah;

2. rencana strategis; dan/atau
3. rencana kerja pemerintah/Instansi yang

Memerlukan Tanah.

(2) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disusun oleh Instansi yang Memerlukan
Tanah dengan melibatkan kementerianf lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanahan dan instansi teknis terkait.

(3) Dalam...
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(3) Dalam perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Instansi yang Memerlukan
Tanah dapat menunjuk lembaga profesional terkait
dan/atau ahli.

Pasal 5

Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a, didasarkan atas:

a. rencana tata ruang wilayah nasional;

b. rencana tata ruang pulau/kepulauan;

c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;

d. rencana tata ruang wilayah provinsi;

e. rencana tata ruang wilayah kabupatenlkota;
danf atau

f. rencana detail tata ruang.

Paragraf 2

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Pasal 6

(1) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, disusun dalam bentuk dokumen
perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit
memuat:

a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;

b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

c. prioritas pembangunan nasional/daerah;

d. letak tanah;

e. luas tanah yang dibutuhkan;

f. gambaran umum status tanah;

g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan
Tanah;

h. perkiraan .
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h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan
pembangunan;

i. perkiraan nilai tanah;

j. rencana penganggaran; dan

k. preferensi bentuk Ganti Kerugian.

(2) Maksud dan tujuan rencana pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
menguraikan maksud dan tujuan pembangunan yang
direncanakan dan manfaat pembangunan untuk
Kepentingan Umum.

(3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan
prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf c, menguraikan kesesuaian
rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan rencana tata
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
prioritas pembangunan.

(4) Letak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, menguraikan wilayah administrasi:

a. kelurahan/desa atau nama lain;

b. kecamatan;

c. kabupaten/kota; dan

d. provinsi, tempat lokasi pembangunan yang
direncanakan.

(5) Luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, menguraikan perkiraan luas
tanah yang diperlukan.

(6) Gambaran umum status tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, menguraikan data
awal mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah.

(7) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan
Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,
menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk
masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan
Tanah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3.
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Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk
melaksanakan pembangunan.

Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf i, menguraikan perkiraan nilai Ganti
Kerugian Objek Pengadaan Tanah, meliputi:

a. tanah;

b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;

c. bangunan;

d. tanaman;

e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan

f. kerugian lain yang dapat dinilai.

Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j, menguraikan besaran dana, sumber
dana, dan rincian alokasi dana untuk perencanaan,
persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

Dalam hal diperlukan, Instansi yang Memerlukan
Tanah dapat menambah muatan dalam dokumen
perencanaan Pengadaan Tanah.

Pasal 7

(1) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun
berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:

a. survei sosial ekonomi;

b. kelayakan lokasi;

c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi
wilayah dan masy arakat;

d. perkiraan nilai tanah;

e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang
mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah
dan pembangunan; dan

f.studi...
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studi lain yang diperlukan

(2) Survei sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menghasilkan
kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat
yang diperkirakan terkena dampak Pengadaan Tanah.

(3) Kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dilakukan untuk menghasilkan analisis
mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana
pembangunan yang akan dilaksanakan untuk
Kepentingan Umum yang dituangkan dalam peta
rencana lokasi pembangunan.

(4) Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi
wilayah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menghasilkan
analisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaat
pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan
masyarakat.

(5) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, dilakukan untuk menghasilkan
perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek
Pengadaan Tanah.

(6) Dampak lingkungan dan dampak sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan untuk
menghasilkan analisis mengenai dampak lingkungan
hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(7) Studi lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f, merupakan hasil studi yang
secara khusus diperlukan selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf
e dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politik
dan keamanan, atau studi keagamaan, sebagai
antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan
untuk Kepentingan Umum.

f.
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Pasal 8

(1) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh
pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah atau
pejabat yang ditunjuk.

(2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Instansi
yang Memerlukan Tanah diajukan kepada
gubernur/ bupati / wali kota.

(3) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan oleh
pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.

(41 Dalam hal dokumen perencanaan Pengadaan Tanah
lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Instansi yang Memerlukan Tanah perlu
melakukan pembaruan dokumen.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyusunan dokumen perencanaan Pengadaan
Tanah diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Persiapan Pengadaan Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

(1) Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan persiapan
Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen
perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(2) Dalam...
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Pasal 13

(1) Pemberitahuan rencana pembangunan oleh Tim
Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1), disampaikan secara langsung maupun tidak
langsung kepada masyarakat pada rencana lokasi
pembangunan.

(2) Pemberitahuan secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan carai

a. sosialisasi;

b. tatap muka; dan/atau
c. surat pemberitahuan.

(3) Pemberitahuan secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media
cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 14

(1) Undangan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf
b disampaikan kepada masyarakat pada rencana
lokasi pembangunan melalui lurah lkepala desa atau
nama lain dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
Hari sebelum pertemuan dilaksanakan.

(2) Pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
Tim Persiapan.

(3) Hasil pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka
dituangkan dalam berita acara sosialisasi pertemuan
yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Tim
Persiapan.

Pasal 15. . .
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Pasal 15

(1) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) huruf c disampaikan kepada
masyarakat pada rencana lokasi pembangunan
melalui lurah/kepala desa atau nama lain dalam
waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak
ditandatanganinya surat pemberitahuan.

(2) Bukti penyampaian pemberitahuan melalui surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
bentuk tanda terima surat pemberitahuan yang
ditandatangani oleh pihak yang menerima melalui
perangkat kelurahan/desa atau nama lain.

Pasal 16

(1) Pemberitahuan melalui media cetak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan
melalui surat kabar harian lokal danf atau nasional
sebanyak 2 (dua) Hari penerbitan.

(2) Pemberitahuan melalui media elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan
melalui situs ftaebsite) pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota danl atau Instansi yang
Memerlukan Tanah.

Paragraf 3

Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan

Pasal 17

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang
Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
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Pasal 18

(1) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 meliputi perseorangan, badan hukum, badan
sosial, badan keagamaan, Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, pemerintah desa, Bank Tanah,
badan usaha miiik negara, badan usaha milik daerah,
dan badan usaha milik desa yang memiliki atau
menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:

a. pemegang Hak Atas Tanah;

b. pemegang Hak Pengelolaan;

c. nazhtr untuk tanah wakaf;

d. pemegang alat bukti tertulis hak lama;

e. masyarakat hukum adat;

f. pihak yang menguasai Tanah Negara dengan
iktikad baik;

g. pemegang dasar penguasaan atas tanah;
dan/atau

h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain
yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 19

Pemegang Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2) huruf a berupa perseorangan atau badan
yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 2O

Pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan pihak yang diberikan
sebagian kewenangan/pelimpahan dari negara untuk
melaksanakan hak menguasai negara.
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Pasal 21

Nazhir untuk tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan pihak yang menerima
harta benda wakaf dari wakif untuk dikelora dan
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 22

(1) Pemegang alat bukti tertulis hak lama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d merupakan
pemegang hak sebagaimana diatur daiam ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait Hak Atas
Tanah.

(2) Dalam hal alat bukti tertulis hak lama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan atau tidak
berlaku lagi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, pemilikan atau penguasaan
dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari
yang bersangkutan dan keterangan dari orang yang
dapat dipercaya dan disaksikan oleh pating sedikit i
(dua) orang saksi.

(3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud
ayat (2) berisi keterangan:

a. tanah tersebut adalah benar miliknya
bersangkutan, bukan milik orang lain;
penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad
baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan
sebagai yang berhak atas tanah; dan
penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh
masyarakat hukum adat atau kelurahan/desa
yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Pasal 23

pada

yang

b

C
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